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DPR Mulai Bahas RUU Jabatan Hakim

[JAKARTA] Komisi III
DPR sedang menggodok
RUU tentang Jabatan
Hakim yang akan segera
disampaikan ke Badan
Musyawarah (Bamus).
Setelah disetujui di Bamus
menjadi RUU inisiatif DPR
selanjutnya dibawa ke pari-
purna. :

~ Wakil Ketua Komisi III
DPR Benny K Karman di
Jakarta, Selasa (12/4), mene-
gaskan, dalam RUU terse-
but juga akan membahas
mengenai usia hakim yang
sebelumnya 70 tahun usia
65 tahun. Hal itu bertujuan
kinerja hakim lebih efektif
dan putusan-putusannya
lebih baik dan berkualitas.

Menurut Benny, dengan
penetapan usia 65 tahun
usia hakim akan terjadi

“ periodesasi dan kinerja para

hakim akan menjadi lebih
baik dan produktif. Selai
itu, masa jabatan hakim
agung juga akan dibatasi
selama 5 tahun saja.

Politisi Partai Demokrat
itu juga menyoroti proses
peradilan di masing-masing
kamar di MA. Ia mencontoh=
kan, salah satu Kamar yang
paling banyak menangani
perkara di bidang perpajakan,
perizinan, lingkungan hidup
dan judicial review.

Empat bidang diatas se-
lama ini disatukan menjadi
satu kamar yang membuat

bertumpuknya perkara.
“Karena setiap bulan ada
300 kasus perkara pajak
yang masuk. Artinya seta-
hun ada 3.600 perkara. Ini
perlu mendapat perhatian
penting,” katanya.

Koordinator Satgas
Pengawasan Peradilan
Indonesia Farhat Abbas
menilai, meningkatnya per-
kara pajak yang masuk da-
lam kamar Peradilan Tata
Usaha Negara (TUN) perlu
mendapat perhatian penting
Komisi IIT DPR. Ke depan,
kata dia, perlu dikaji hakim
tersendiri yang secara khu-
sus menangani perkara pa-
jak dalam RUU jabatan
hakim. [H-14]



